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DENGAN RAHNIAT TUIIAN YANG MA}I{ ESA

DIREKTUR JENDER{L PENDIDII'{N ISI,AI,{,

bahwa dalam mngka meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi,
maka pcrguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan progran studi yang
bennutu dan relevan dengan kcbutuhan masyarakat;
bahwa dalam rangka rnemberikaa otonomi kepada pcrguruan Tinggi, maka
Perguruan Tinggi Agama Islam didorong untuk mengonbangkan Glompok
bidang ilmu tenentu sesuai kebutuhan dan nomenklatu. yang sesuai dengan
Peraturan Menteri Agarna RI Nomor 36 Tahun 2009;
bahwa dalarn rangka pembinaan, pengembangan dan pcngawasan alas pcrguruan
Trnggi Agama lslam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melil-ukan
pengkajian lerhadap beberapa usulan pembukaan pascasariana Strata Dua di
PergLrruJn i inggi Agama lrlam (P I AI),
ballwa berdasarkan peftimbargan pada huuf (a), (b) dan (c) di atas perlu
ditctapkan Surat Kcputusan Dircktur Jenderal pendidikan Isliun Kementcrian
Agama Republik Ildonesia tentang izin Penyelengganan pascasar_jana dengan
Program Studi Ekonomi Syariah pada STAIN ponorogo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tcntang Sistem pcndidikan Nasional
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara zu
Nomo|1301);
Undang-Undang Nomof 14 Tahun 2005 tentang Curu dan Dosen (Lembaran
\cgara fu Tahun 2005 Nnmor I5-. Tambrhan Lcmbaran \eeara Rl Nomor
4 580J.

Pemturan Pemerintah Nomor 19 T;rhun 2005 lentanq Standar Nasional
PendidiLan.
Peraturan Pemcrinlah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lcmbifan Negara
RI fnhLrn2UUa \omor -o.latnhdhrn I embar.m \(ts, a RI \omor500-l;
Pcraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peratulan
Pemcrintah Nomor 17 Tahul 2010 Tenlang pengelolaan dan penyelenggaraarr
Pendidikan:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ,17 Tahun 2009 Tentans
Prmb(ntul,rn Jdn Ortdni.asi hemenl(rian \egaja;
Peratuan Presiden Republik lndooesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentans
KeduJukan. lug:r{ ,lan Iung\i Kemerrrrrian \rgara Scno Susun:rn Orgrniro.i
Tu5rs. drn l_ungci Er(1,'n I Kem(nlerian \egdrd.
Peraturan Mentcri Pendidikan Nasional Nomor 28 Talun 2005 teDtanq Badirn
Al,r(dila5i Nosional Pcrguruan Tinggi. \ebdgdlmJn.r rclah dJubrh dene:n
Perm. ndiknr5 Numor o fahun 2010.
Keputusan Mentcri Agama Republik lndonesia Nomor 520 talun 2001 tentane
P. doman Pe lrsunan Slatot.r Perduruan I inggi At,rmt:
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tcntang pcdomant0.



Mcmperhatikan :

Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
11. Keputusan Menteri Agama fu Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman

Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Progtan Diploma, Sarjana dan
Pascasarjana pada Pergurran Tinggi Agama Islam;

12. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 187 Tahun 2004 Tenting Petuljuk
Pelaksanaan Pembukaan Program Studr Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

13. Peraluran MeDten Agama Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penelapan

Pcnbidangan llmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi
Agama;

1,1. Peraturan N{enle.i Agama N_omor 10 Tahun 2010 Tcntang Organisasi dan Tata

Kerja KemeDterian Agama R[.

Hasil Rapat Finalisasi Tim Teknis dan Penilaian Proposal Pendirian, ,A.lih

Status/Perubahan Nama pada Perguruan Tjnggi Agama Islam Direkorat Pendidiki$
Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan lslam Kemeoterian Agama RI
tanssil 16 s.d. 17 Descmber2010

N,IE]\,IUTUSI'A.N

KTPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDII'AN ISLAM TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN PASCASAR]ANA DENGAN PROGRAM SIUDI
EKONOMI SYARIAH PADA SEKOLAH TINGCI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO TAHL]}J 201 I

N{emberikan izin penyelengganan Pascasarjana dengan Progtam Studi Ekonomi
Syariah kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) PonoroSo Ja$ a Timur
untuk jangka $ aktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selaniuhrya agar diajukan

untuk mernDeroleh alceditasii

Sebagai akibal dari pembcdan izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
penyelenggara harus memaslikan kesrapan manajemen dan tala kclola, calta.rill
D t1ltrg, kurila um yang spcsifik dtn telah mendapatkan erpert judgeuent, dar
saraDa prdsarana yang dibutuhkan untuk penyelcnggaraan Program Studi dimaksud,

Alurnnus program stltdi sebagaimana dimr*sud dalam diktum KISATU
meDgglmakan gelar akademik Magister Ekonomi Syariah, yang disingkat dengan

ME.Sy

lenyelenggara wajib menyampaikan laporan pel yelenggaraan progmm studj scliap

akhir semestcr kcpada Direktlr Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;

Bagi penyelenggara prognm studi yang lalai dalam mclaksanakan kewajiban

scbagaimana dimaksud pada diktum LEDUA, KETIGA dan K-EEMPAT keputusan

ini, Direktur Jenderal Pendidikan lslam dapat mencabut izin penyelenggaraan

program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini;

Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkarl.

Ditetapk.n Jakarla

11 lrlil 2011lada tanggal
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